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ABSTRAK 

Pada tanggal 27 Desember 2018 terjadi penandatanganan Surat Perjanjian 

Paket Kerja Kontruksi Pasar Induk Wonosobo (Tahun Jamak) oleh Pemerintah 

Kabupaten Wonosobo dan PT. TDAP. Pelaksanaan kontrak yang ditargetkan pada 

akhir Juli 2018 mencapai 18,299% pada kenyataannya fakta di lapangan baru 

mencapai kurang dari 1%. Hal ini yang mendasari Pemkab Wonosobo untuk 

memberikan surat peringatan yang berujung pada pemutusan kontrak secara 

sepihak oleh PPK. Penelitian ini merupakan metode penlitian hukum normatif. 

Data penelitian dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi wawancara. Analisis 

dilakukan dengan menggunakan metode analisis yuridis. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa PT. TDAP sebagai debitur dinyatakan wanprestasi karena 

telah memenuhi syarat materiil berupa kesengajaan penghentian pekerjaan dan 

syarat formil adanya peringatan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten 

Wonosobo. Sesuai dengan Pasal 93 ayat (1) huruf b PP nomor 4 Tahun 2015, PPK 

dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak karena debitur melakukan 

wanprestasi. Konsekuensi hukum dari pemutusan kontrak secara sepihak akibat 

dari wanprestasi berdasarkan Pasal 78 ayat (5) huruf d PP Nomor 16 Tahun 2018  

adalah pencairan jaminan pelaksanaan dan dimasukkan dalam Daftar Hitam.  

 

 

 

Kata-kata Kunci : pengakhiran kontrak, kontrak pengadaan barang/jasa, dan 

Pasar Induk Wonosobo. 

 

 

  


